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Menimbang

Mengingat

LURAH WONOKROMO

PERATURAN KALUIRATEAN WORMNE K 100§

KAPANEWON FLERET KADUPATEN BIANTLIL

NOMOR : 3 TANUN 3033
TENTANC

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAIAN

(&}

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WONOKROMO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kalurahan, perlu menetapkan  Peratiran
Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarnkatan Kalurnhan,

2.

6.

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 15 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daeranh Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah [stimewn Joginkartn (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomar 44);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012 tentang Kelstimewnan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
170, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesin

Nomor 5339);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 5495 sebagnimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Momor 245, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indoneaia Nomor 6573);

Undang-Undang Republil Indonesin Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesla Tahun 2014 Nomor 244, ‘:I‘nmlﬂul:lﬂ';;

55

Lembaran Negnra Republik Indonesin - Noamor
sehagnimana telah diubah bebernpa kali terakhir dengan

Undang-Undang Republik lndonesls Nomor 1] Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembarun Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nemor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 6571

Pernturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 lentang
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Penetapan Mulai Berlakuny, Undang Unidang Tl hann
Nomor 12. 13, 14 dan 15 g,y Hal Femilen kg, l:-ll.lrll Ilr
Daerah: Kabupaten di Jawa Timuy { Tengan f1iag :I'ulll
Daerah  Istimewn  Joginkar, erite  Megnrg Hepublik
Indonesia Tahun 1950 Moy 54);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tenitnng
Pernturnn Pelaksanmnn Uulnlmru-lhwlnng Nomor 6 “Tulun
4014 tentang Desa (Lembaran Negara Repulilil Indlimienin
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negarn
Republik  Indonesin  Nomor 9309 sebapnimana telah
diubah  bebernpn  kali  terakhir dengan  Pernluran
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tenitang  Perubaban
Atas Peraturan Pemerintah Nomaor 43 Tuhun 2014 tentnng
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomaor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negarn Republik Indonesin
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembarnn MNepnra
Republik Indonesia Nomor 632 1

8. Peraturan Presiden Nomar 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan  Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
226);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemasynrakatan Desa dan Lembagn
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomar 569);

10. Peraturan Menteri Dalam Sosial Nomor 25 Tahun 2019
tentang Karang Taruna (Beritn Negara Republik Indonesin
Tahun 2019 Nomor 1654);

11. Peraturan Menterl Dalam Nomor 36 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99
Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimews Yogyakartn
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Daerah Daerah |stimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9@,
Tambahan Lembaran Daersh Daerah Istimewn Yogyakarin
Nomor 9), sebaganimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah lstimewa Nomor | Tahun 2015 tentang Perubahian
Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor | Tahun 2013
tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewnan Daernh
Istimewa Yogyakarta [Lembarmn Daernh Dacrah Istimewa
Yogyakarts Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Daerah Istimewn Yogyakaria Nomor 3);

13, Peruturan Gubernur Dasrah Istimewa Yogyakarin Nomor 2
Tahun 2020 ientang Pedoman Pemerintahan Knlurahan

(Berita Daerah Darrah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
Nomor 2);
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6.

19,

20.

21.

- Keputusan Bupnati Bantul Nomor 620 Tahun 2020 ¢

peraturan Daerah Ha.llurnf:tlﬂn Mty Nomaor 9 Tahun 2019
tentang  Penelapan  Kalurahap (Lembaran  Daera
Kabupaten Bantul Tahun 20}q Nomor o Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Baniyl

Nomaor | 19);
Peraturan Dactah Kabupaten g, Nomor 8 Tahun 2630
tentang Badan Permusyawaraigy Kalurahan (Lembaran

Dacrah kabupaten Bantul Tahyn 2020 Nomor 8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 7¢ Tahun 20219 tentang
Lembagn  Kemasvarakatan Kalurahan  [Beritg Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomar 0,

entang
Peresmian Anppota Badan Permusyawaratan Desa Perigile
2018-2024 menjadi Anggota Badan Permusyawaratan
Kalurahan Perode 2018-2024:

Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran
Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahyp 2021
tentang  Rencang Pembangunan Jangka Menengah
Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2021-2026
(Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);
Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun

2022; ([Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021
Nomer 6);

Feraturan Kalurahan Wonokroma Nomor 9 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wonokromo
Tehun 2021 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO

dan
LURAH WONOKROMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1
2

Bupati adalah Bupat Bantul,
Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur perangkat daeraky;
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atian adalah Desa @ wilayah pgg o

ot :
eripakan kesatuan mamvirakat bk YANE memilitg : o yang
g Derwenang untuk mengatur dan LTI Ghisma '::rnq. wiliyah
i ““'”H'hhun,

wrakal setempat lergpg, k
k Nl musvara \ whan —
.i:__‘rr psul, dan/atau hak tradisiong) Yang diaky; 'l::l ,T;j::wumh"h T
-l Frn“"nrﬂﬂhﬂn HFHH“I Hf'ﬂ-llhlnn_ “"I""llhllh “‘"trlnr‘l“ LA PR !hﬂnm
pemermtah  Kalurahan  adalah  Luran Wonokrum,, l:lr.lil I
nalurahan  Wonokromo  sebagai gy Exlpng
halummhan

Lurah  adilah  sebutan  Kepaln  Desa g wilayah  Duernj, lntirmewn
Vogvakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan YANE mempunys|
wewenang, tugas dan kewnjiban uniyk menyelenggarakan rumak Flan:;u

halurahannva dan melkasanakan tugas Pemerintak d
Daerah; an Pemerintal

Paarroesray
Penyelen gy Pemerinthan

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya diebut Bamuskal
adalah  lembaga Yang melaksanakan fungsi pemerintahan  yang
anggolanyn merupakan wakil dar renduduk Kalurahan Wonokromo
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Masyarakat Kalurahan Wonokremo adalah warga Kalurahan Wonokrema

vang beridentitas KTP Kalurahan Wonokromo dan berdormisil] dj
Kalurahan Wanokromao: R R AR

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya
disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat
sebagai mitra Pemerintah  Kalurahan dalam menampung dan
menyalurkan aspirasi dan  kebutuhan masyarakat di bidang
pembangunan;
Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah arganisasi
masyarakat yang dibentuk melaluj musyawarah mufakat masyarakat
seiempat dalam rangka memelihara dan  melestarikan kerukunan
kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan
dan kekeluargaan;
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkai
PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakat Kalurahan yang mewadai
partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan
keluarga yang berada di tingkat Padukuban don rukun teinnppa yang
mengkoordinasikan kelompok dasawisma; X
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahierann Keluargn Kalum ||In
}Tl:l selanjutnya disebut TP PKK Kalurahan adalah mitra ket

Pemerintah Kalurahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya,
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erfunigsi sehapai fasilitator, peren, ana, pelakag X

IL:::":“-“L untuk terlnksananya program PRK dfﬂhlum'::nfﬂ'nuhnduh tlan
warani Taruna adalah organisasi yang dibeniuk gley, manyn
wadah geoerasi muds  untuk - mengembanglan dir, twmbuh, dan
herkembang atan ilnmar kesadaran serin tnpging 1wl social dari, oleh
dan untuk generasl  muda,  yang  berovientasi  pada Tl'!'rl.ﬂFﬂln‘_r'l;
kenefahtersan sosial bag masvarnkan,
Pas Pelayanan Terpadu yang selanjutnya diselgg Posyandu adalah salab
sty bentuk upaya keschatan bersumber days masya ket yang dikelola
dan diselenggarnkan dari, oleh, untuk dan bersamn masyarakat dalam
penvelenggaraan  pembangunan  kesehatan,  puna memberdayakan
masyarakat  danmemberikan  kemudahan  kepada mansyarnkal dalam
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan
angka kernatian ibu dan bayi;

Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan
kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya
disingkat RRIM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya  disebut REKP
Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk Jjangka waktu
1 (satu) tahun;

Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kalurahan;

Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk
masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kalurahan terutama
bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional di
bina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;

Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah
lembaga kemasyarakatan vang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk
memlihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang
berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu
meningkatikan kelancaran pelaksanaan tugas  pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan Kalurahan;

raknt sebagai

BAB 11
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN
Panal 2

LKK dibentuk ntas prakarsa Pemerintah Knlumhan dan masyarakat
Pembentukan Lembaga Kemasysrakatan Kalurahan disesuaikan dengan
kebutuhan;

Pembentukan Lembags Kemasyarakstan scbaguimana dimaksud pada
ayat [1) dilakulksn melalui musyswarah dan mulakat,
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ft Buibounn Tetangam (K1)

ot Pengprrak b,

i kg Taruina,
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o ﬂ.llll L,

AR i
TUOAR DAN FUNCES LKK

el A

(1 Lhk bertugas membantu Pemerdntah Koo b ol

i melakukan pembenlayann syt
b ikut serta dalam perencannan dun peliksannan permbanganan; dan
c. meningkntkan pelavanan T sy ra ket

(4] Dalam melaksanakan tugas nebagnlmann dimubosd il myant (1), LEK

memiliki lungsi;
i, menampung dan menyalurkan aaplrand manyurnkit;
b. menanamkan dan memupul rasa persituan dan keantuan masyaraka,

v, menngkatkan  kualitas  dan mempercepal  pelayanan  Pemerintah
Kalurahan kepada masyarakat;

d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melewtnrikian, dan
mengembangkan hasil pembangunan secam partinipatif;

e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggernkban  prokarsa,
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakai;

[ meningkatkan kesejahternan keluarga: dan
B meningkatkan kualitas sumber dayn manusin,

Pamil 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsd sebagaimann dimakeud dalam Pasal 4
LKK melaksanakan kegintan untuk mempercepal terwijudnys kesejahierman
masyarakal melalul peningkatan peran sertn masyarokat dolam

[ &

d.

peninghatan pelayanan masyarabat;
peninghkatan peran seria masyarakal dalam pembangunen,
peagrmbangan kemilraan,

berdavann masyarakat, dan
xﬂlhﬂ-ﬂ kegiatan lain sesual dengan kebutuhan  don koodis
minsyarakal srtempal
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Hahb v

LEMBAGA PEMBERDAYAAN M-"LH‘I'AIMHM
Plapinn Kenaty
Keduduban, Tugas dapn, |

HALUFMIM.H

L amy
Pasal 1

pemibagn Pemberdayaan Masyarakag Kalurahan (LM I;n-rhrcludululn b ga
.ﬁum Pemerintah Kalurahan dalam nupek Perencanngy, Peladoni g dm
pengendalian pembangunan, ik

Pasal 7
Tugas LPMR membantu Pemerdntahan Kalurahan dalam haj
A MENYUSUN réncana pemban
b. menggerakkan swadaya
c. melaksanakan dan men
d. melaksanakan urusan

Bunan secarn Partisipatif:

Rotong royong masyarakat;

Eendalikan pembg ngunan; dan

keistimewaan di Kalurahap,
Pasal 8

Fungsi LPMK membanty Pemerintah Kalurahan dalam hal :

i penampungan dan Penyaluran aspirasi masyar

¢ peningkatan kualitag
kepada masyarakat:

d. penvusunan rencana, pelaksanaan, pe
hasil pembangunan secara partisipatif:

€ penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta awadaya
Eplong-royeng masyarakat;
1, Agunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam
serta keseragian lingkungan hidup; dan
B pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan,

dan percepatan pelavanan pemerintah Kalurahan

lestarian dan pPengembangan hasil-

;
|
:

Bagian Kedua
Kepengurusan
Pasal 9
(1} Susunan pengurus LPMEK terdiri dari :

A. Ketua dan Wakil Ketua, sebagal unsur pimpinan;

b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan
administrasi;

c. Bendahara, sebagai unsur pembantuy pimpinan dalam penyelenggaraan
administrasl keuangan; dan

d. Seksi-sekai, aebagal unsur pelaksana,

(2] Selosi-seknl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi :
a, Sekal Sarana dan Prasarana;
b. Seksi Perekonomian;
¢. Seksi Kesejahteraan Rakyat,
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, _ |
¢. Seksl Pemberdayasan Perempuan dan Perlindungan Anak:
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okt Penminnla dan Claliayg,
aebowt Pemdihiban dan bebilay wan, e
b ekt By sesial dengan ket

Ayyinilaby g visan LMK e mviaibag

g Pwda tgkat Paduboban dibenpgl
wedaippunbonya ohise bt Pokgian LI'MK

0 Swsinan penguris Pokgiat LMK disesusilg, dengan

11"k

lengan hebutuhan
lavngl, hegintan LMK T

lu'l"l"l'llP.'1-Il'm'l-;|'|n

Hagian Ketiga
Persyaratan Penguirus
Panal 10
(1 Pevsvaratan menjadi Pengurus LPMK adalah -
a Deitagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b warga halurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan,
dibuktikan dengan Kartu Tanda Pendudulk (KTH;
v welia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

o Derusin paling rendah 20 (lun puluh) tahun atau sudah kawin;
e dapat membaca dan menulis; dan

I bersedin menjndl Pengurus, dibuktikan dengan  Surat Pernyatann
hesedinan menjndi Pengurus,
(A Pengurus LPME bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan
angtn Namuankal

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus
Pagsal 11
(1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMEK utusan dari masing-masing
Padukuhan, yang dipillh berdasarkan  hasil musyawarah mufakat

manyarnkat Padukuhan.
(4} Pemllihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara
demokratia dengan mengutamakan musvawarah mufakar, N
(3 Masa bakt pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih

kembali
(4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah,

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 12

(1) Persvaratan LPMK berhent karena

a Derakhir masa jabatannya,

b Meninggal dunia;

¢ Atas permintaan sendin, atay

d  Diberhentikan imaksud pada ayat (1) huruf

mmmﬂmm 3
mmu‘ﬂﬂdlhﬂlﬂ
Pindah tempat tinggal ke Kalurahs i .
™ Tidak lagi memenuhl syarat sebagai Pengurus LPVIK
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(1) Pen
@t

3 pergantian antar waktu Pengurus LPMK ditets

Bagian Keenam
Penggantian Antar Wakiy
Pasal 13

MK yang berhenti sebe) 3
gurus LI um habis masa |
pengurus antar waktu dari Padukuhan Bu;-ﬂm Jabatannyg digantikan

(]

alel
engganti antar wakiu sebagaimana dimaksud pada gyat (1) ditunjuk
LRI L

perdnsarkian hasil musyawarah mufakat Pengurus LPMK

e " atas usul Dukuh
pkan den
. gan Keputusan

BAB V
Rukun Tetangga [RT)

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fu ngsi

Pasal 14

RT berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dulkuh dalam rangka membina

kerukunan hidup

bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan

kekeluargaan.
Pasal 15
RT bertugas :
a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
€. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan  dengan
mengembangkan partisipasi, gotong royeng, dan swadaya murni
masyarakat di lingkungan RT;, dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.
Pasal 16
) Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 15, RT
memiliki fungsi sebagai berilout:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
¢. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan
kepads masyarakat,
d menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan

mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,

menumbuhkan, mengembangkan, dan  menggerakkan
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat,

meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

prakarsa,
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Pagian Kedun

pembentukan, Penggabungan, dan/atay Penghapusan RT
Pamal 17

. qwnﬂrnmlmn RT paling sedikit terdin dari 30 {1gq puluh) Kepala Keluarga.

. pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan BT memperhatikan

T
it

'|.:I

i

1]

A

b
€.
d.

4% batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan maning-masing

pembentukan, pengeabungan, dan/atau penghapusan BT dapat diusulkan
oleh masvarnkat atau prakarsn Pemerintah Knlurahan;

pemberitukan,  penggabungan, danfatau  penghapusan  RT  harus
mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam
guratl Pernyataan Persetujuan yang ditnndatangani oleh seluruh Kepala
keluarga:

pembentukan, penggabungan, dan/atau  penghapusan RT  harus
mendapatkan persetujuan Panewu,

Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan
kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :

a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala
Keluarga, pada wilayah RT vang akan dibentuk, digabung, dan/atau

dihapus;
b. F:tnpl:lu.u lingkungan RT yang terbentuk baru dan rencana penomoran
ET.
Bagian Ketiga
Susunan Pengurus
Pasal 18
Susunan Pengurus RT terdiri dari :
Ketua;
Sekretaris
Bendahara; dan
Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan,
Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus
Pasal 19

1} Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus BT

terdini atas |

a. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat.
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTF),

b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh] tahun atau sudah kawin,

d. Dapat membaca dan menulis; dan

e. Mendapatkan kepercayaan darl masyarakat.

{2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggotla

Bamuskal.
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Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus
Pasal 20

rengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat

¥ musyawarah mufakat. T RT setempat dalam

2 pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasil

' kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lumh,I e e

3] Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali,

pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh

RT di Ralurahan.

(5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka
pembentukan pengurus RT secara serentak scbagaimana dimaksud pada

avat (4]

(4

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus
Pasal 21

(1) Pengurus RT berhenti karena
a. berakhir masa jabatannya;
b. meninggal dunia;
¢. atas permintaan sendiri; dan
d. diberhentikan.
(2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
karena :
a. pindah tempat tinggal dari wilayah KT yang bersangkutan, atau
b, tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.
Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Wakiu Pengurus RT
Pasal 22

g berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan

(1) Pengurus RT yan :
g memenuhi persyaratan.

antar waktu oleh Anggota ET yan
(2) Pergantian antar walktu Pengurus RT dilakukan mcﬂraluj musyawarah
mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
(3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT

ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
BAB V1
TP PKK KALURAHAN
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudulan, Tugas, d
Pasal 23

() wﬂwwmwﬂm'ﬁﬂm
(2 mﬂmw“‘"“‘“‘""m“
nﬂitlmummhrrrﬂmwﬂ-

an Fungsi

rakan PKK di Kalurahan.
gaimana dimaksud paca
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1 PRK Kalurnhan sebagaimang dimakgy,
calurshan dan - merupakan iy,

pemberdayaan dan peninghkatan kesejahternng 0
: Pluarg,

Pasnl 24
qugns TP PEK Kalurahan membaniy Pemerintaly K

a pendataan potenai keluarga dan masyarakan, g

In I"*"""E~’-i"p"'1"'1"]"-"'’1 peran serta
program pokok PRE.

Blurnhap dalam hal
fir

masyarnkat dan Pengendalian 10 fsepuluhy)

Pasal 25

pungsi TP PKK Kalurahan membanty Pemerintah Kalurahan dalam hal
a. menghimpun, menggerakkan dan membina I
potensi ma
terlaksananya 10 (sepuluh) program pokak PKK; T Sl
b. merencanakan, melaksanakan, memantay mengevaluasi
' ' uasi pelaksa
(sepuluh) program PKK sesual dengan kebutuhan mayarakft- e
c. mimlmril-mn pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan
teknis, dan pendampingan secara berjenj sampai d :
Sapayt jang pal dengan kelompok
d. melakukan supervise, advokasi dan pelaporan secara berjen; j
' rienjang terkaijt
Gerakan PKK; dan =
€. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

Bagian Kedua

Kepengurusan
Pasal 26

(1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :

a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan;
b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan
administrasi; _
c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang
administrasi keuangan; dan
d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
(2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Lurah.

(3] Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik. |
um mempunyai istri/suami dan/atau Cank

Dalam hal Lurah tidak/bel
5 tidak/belum mempunyai istri/suami, atau karena sebab tertentu
suami Lurah dan/atau istri/suami Cark tidak dapat melaksanakan
- njuk dari salah

Jatau Wakil Ketua TP PKK ditu

e, Natua TR 2O g disepakati dan mendapatkan

i hurul e, meliputi:
Kelom mwwpﬂduaymil] urufl e, |
[ﬁ xﬂ:ﬁ# Kerja | meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila
B, ¥
- Pendidikan, Ketrampilan, serta

hmpﬂmn.mﬂwﬁm.
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wili Bowifa D0 pnembipng
R Ut Iicdang Parigan, |

i Takosann Komal) Tanigpa, ey nilang, l"tr-m.,,,_”_ al

P ehsnpok Reria IV melig g

K I"'"'l"'llﬂrn
piwhup dan Perene anamn el M Prlesturiy,

Pl ittt Poidvibaidvig ilany BT fl”rulul. L

Is ;
w1 v teridamgin dalwm Welormpmls ol v ng TR

s Atdukuhan gan

Pamal 27

il Sypilaly kepsevguranan T KK Kalurahan r]j...-..m,,mﬂn

Hengan krbutuhan
() Susunan kepengurusan TP KK sebagaimana dimaksud pada ayar |

ditetapkan dengan Keputunan Lurmh

(0 keputusan Lurah sebagaimann timaknud
tigas dan fungsi TP PKK Kalumhan,

pada ayat (2) memug: Fincian

Panal 28

(1 helompok PEK Padukuban dan RT schagaimana dimaksud dalam Pasa) 26
aval (6] terhimpun dalam kelompok dasawisma,

| helompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdidi atas 10
(sepuluh) rumah sesusi kondisi linghungan masing-masing.

i) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dikoordinir oleh
1 {satu) orang knder yang berasal dari kelompok yang bersanghutan.

(N Roordinator sebagnimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab
kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.

(#) hoordinator sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
heputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 29

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :
a. Warga Negara Indonesia yng secara sukarela, mampu dan peduli terhadap
Cerakan PKK;
b Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
¢ Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
d Dapat membaca dan menulis; dan
e. Menandatangani surat permyataan bersedia menjadi Pengurus.
Bagian Keempat
Mekaniame Pembentukan
Pasal 30
urahan diajukan dari mosing-masing
(1) Calon anggota pengurua TP PKK Kal
Padulkuhan.
™
(2) Pemilihan penguris
ANgEOLA BecATa demokTatis

uyrahan dilakukan melalui musyawarah
ﬁ mengutamakan musyawarah mufakat.
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il penguris TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputysan Lurah

t' k i rl . :

(4) Mast o :
asa haktl PENEUTUR TP PKK Kalurahan selama 6 (Fnam) tah
X um

|5 ::-Jnlﬂ F,,[.]ﬂnlilmn dan dapat dipilih kemba;, terhiturg

4 ;ﬁr'l.fl“m melnkeanakan Tugas peEngurua TP PKK ]{““-lrﬂhl'l.n dilantik aleh

Lurah,
Bagian Kelima

Pemberhentinn
Pasal 3)

(11 Pengurus TP FKK Kalurahan berhenti karena ;

a. berakhir masa jabatannya;

h. meninggal dunia;
¢. atas permintaan sendiri; atau
d. diberhentikan.

{2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, karena :
a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 {tiga) bulan secara berturut-
turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pangadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu
Pasal 32
[1] Pengurus TP PEE Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya
digantikan oleh Pengurus Antar Walktu.

(2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk
berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.

(3) Pergantian antar waktu Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan
Keputusan Lurah.
BAB VI
KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Kedudukan. Tugas, dan Fungsi
Pasal 33
(1} Karang Taruna merupakan arganisasd yang dibentuk oleh masyarakat
sebagai potensi dan sumber kesejahteraan gosinl.
{2) Ksrang Taruna berkedudukan di Kalurshan di dalam wilayah hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pada tingkat Padubuhan dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan.
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Pagal 34
karang Taruna meliputi tugas :
. Mlen gembangkan potensi generasi muda dan mg
. Berperan aktif dalam pencegahan dan Penanggulangan permasalahan

sosial melalui relabilitas sosial, jaminan soilal
i i Pem ]
dan perlindungan sosial serta program priotitas naaiuna::wda“m s0sial

laksanakan tugas sebagai

5) Dalam melaks gaimana dimakaud pag

f Taruna bekerja sama dengan Kalurahan, Pada ayat (1} Karang
q) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada g

ama yat (2) bersifat "
rrhﬂh'l“tﬂ.h[. maupun  melalui Ftnggmijg“mﬂ potensi gﬂnﬂrﬂ.ﬂp::?v:'lt:_]d';
dilingkungannya.

i1l
Ryarakat; dan

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayas
(1) Karang Taruna mempunyai fungsi :

a. administrasi dan managerial, vaity penyclenggaraan keorganisasian dan
administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;

b. ﬂns:ijit.gs[. yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan
kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan
untuk generasi muda dan masyarakat;

€. mﬂadiﬁ:ﬂi. yaitu upaya menengal penyelesaian permasalahan sosial yang
ada di masyarakat;

d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi
dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan
kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, Badan Usaha,
dan/fatau mitra kerja;

e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan
penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan
teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan
teknologi;

. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi
muda dan masyaraket vang dilanggar haknya, yang diberikan dalam
bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;

g motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian
prestasi generasi muda;

h. pendampingan, yaltu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan
kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan
potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan

i Pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreatifitas
dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan
generasi muda.

Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 36

(1) Keanggotaan Karang Taruna menganut system stelsel pasifl yaitu setiap
generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima)
tahun otomatis anggota Karang Taruna.
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KeangRolAdn Rarang Taruna sebagaimang
gan generast muda di tnghat Kaluralan
wplenttuan mengena keangestann K
padil avat 1] ditetapkan dalam
Tangga harang Taruna

(L [T P Pielin sy (1) Voirryamen)

1
LT |

- Wk

Pasal 17

gusunan Pengurus Karang taruna teadin atas

=r

a hetun,
B Wakil kKetua,
. Sekrelaris,
d Bendahara;
. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
(21 Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan Anggaran Dassar dan
Angearan Rumah Tangga Karang Taruna,

Pasal 38

(1] Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan dan disahkan secara
musyvawarah dan mufakat.

(2) Persyaratan vang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus
Karang Taruna meliputi :
a. Warpga Negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 {tujuh belas} tahun
¢. berdomisili di wilayah Kalurahan masing-masing;
d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam

kegiatan pengabdian masyarakat.

(3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keptusan
Lurah.

(4) Kepenguru .
dilaksanakan untuk masa bakti s

Pasal 39

i sahan dan
Keten mengenal keorganisasin dan kepengurusan serta penge
- Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran

pelantikan kepengurusan Rarang
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Tarund.

. Pasal 40

san Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
elama 5 (lima) tahun.

Taruna di tingkat

imaksud pada ayat

Taruna Kalurahar.
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AL vy

Y AN
AOTUETY Kemaiy
Pembentuban, Kedudulan, Tugan dan Vit
Piumal 41
(1) Powvandu merupakan waduh - pemberdayann Mty

| [T TP e
keschatan dan sosinl tlanar ll]Jnnj'n YN secary | . itnng
Pemerintah Kalurnhan, d*mmm“ tibsinia ailel;

(2] posyandu sebagaimann dimaksyd pada avat (1) diben
secarn musyawarnh mulabkat,

(3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) berkeduduban di seting
Padukuhan, '

(4] Posyandu  sebagaimana dimaksud poda ayat (3 bersifa Nelenile,

dikembangkan séauai dengan kebutuhan, permasalihan dan kemampung
sumber daya.

tuk alely L PRT I

Pasal 42

(1} Posyandu mempunyai tugas  mengintegrasikan layanan  wosial  dasar
masyarakat.

[4) Lavanan sosial dasar masyarakat sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan nnak;

b. Pengendalian penyakit dan oenyehatan masyaraknl;

c. Perilaku hidup bersih dan sehat;

d. Kesehatan lanjut usia;

e. Bina Keluarga Balita (BKB);

. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

g Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;

h. Pemberdayaan falir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang

masalah kesejahteraan sosial;
i. Kesehatan reproduksi remaja; dan
j. Peningkatan ekonomi keluarga.
Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalm Pasal 42, Posyandu
mempurryai fungsi :

Pendaltaran,

|
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Maginn Keiyg
Susunan Pengurus

Pasal 44

" ayaunan Pengurus Posvandu paling sedikit terirg e
i
a  Ketua,

b Sekretaris,
¢ Pendahara;
d  Rader Posvandu merangkap sebagal anggotn
2 Kepengurusan Posyandu setiap Padukunan ditetapkan dengan Kt many

Lurah.

(3 Susunan Pengurun Posyandu sebagaimann dimaksud pada ayat (1) bersila
feksibel, dikembangkan sesuni dengan kebutuhan, permasalahan dan
kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus
Pasal 45
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus
Posvandu meliputi :

a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan Betempalt,
yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;

b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

¢, dapat membaca dan menulis;

d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 46

{1} Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan
mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan,

{2) Dukubh mengajukan calon pengurus Posyandu  hasil  musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan

dengan Keputusan Lurah.
(3] Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
kembali.
Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 47

{1) Pengurua Posyandu berhenti karena :

a. berakhir masa jabatannya,

b. meninggal dunia;
€. atas permintaan sendir; atau

d diberhentikan.
(2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, karena:
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A pindah - UﬂEEi.ﬂ 455 Rtuhuhan pang bersangkutan; atay
p, Tidak memenuhi Iagl syarat-syarat menjadi Pengurys Posyand
' u,

3 Mas® h_“mj pengurus Fosyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
-h._rml_'lﬂh.
BAD X
PENDANAAN
Pasal 48

() gumber pendanaan LKK bersumber dari :
o Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

b, Swadaya Masyarakat; dan/atau
¢. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat,

(2] Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam
APBKalurahan setiap Tahun Anggaran.

BAB X
HUBUNCAN KERJA
. Pasal 49
{1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.

(2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan
bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan

pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
(3] Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 50

{1] Panewu melakukan pembinaan terhadap LEK.

{2) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan terhadap LEK d::ngan
memiasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan,
pelatihan, supervise dan pendanaan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

atau dengan scbutan lainnya yang sudah ada pada au.ut
dinyatakan teiap berlaku  sampai

BAE Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
diatur dalam Peraturan Kalurahan ini

lain yang belum culup ‘ _
oo akan diatur lebih lanjut dengan

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
mmwumuww.
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Pagsal 53

Fe.mlurﬂﬂ Hﬂlurﬂhﬂﬂ ini FI'JLI]EI-i *rrl-l:ll'ﬂ,l I].‘-'_.[Iﬂ lnnml "Iunll“nﬂknn

getinp orang mengetahuinys, memerintahkan pen
AT ; pundan
yalurahan ini dengan penempatannya dalam Beritg Hnjummim:y:,::i:::

Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

Ditetaplkan di ; Wonokromo

Diundangkan di ;: Wonokromo

pada Tanggal : 31 Maret 2022
Carik Wmulct‘nmn;f

AK RIYANTA

LEMBARAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERET KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERET
KABUFATEN BANTUL _

[ 14 / WONOKROMO / 2022 |
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON PLERET
T Mﬂ?ﬂﬂﬂ?ﬂﬂi‘ ﬁ?ﬂﬂtfﬂﬂ? 'T.rﬂﬁ#
Alawat | Keuman, Pleres, Pirret. Bl Kody Por 55700

Tedp (OXT) 441 200 Fax 02740 441185
Fmaf : J;ﬁ_"ﬂlrﬁ!'gl,l'_-u_h_'mm\'.h_l'-_r.l dal Wehnier | Ly et o po e

Nomor
Lamp.
Hal

Fleret, 31 Maret 2022

140/.19
Nomor Register Rancangan Kepada Yth.
Peraturan Kalurahan Wenokromo Lurah Wonokromo
tentang Lembaga

v di - Wonokromo

Kemasyarakatan Kalurahan

Menanggapi Surat Saudara Lurah Wonokromo Kapanewon
Fleret Kabupaten Bantul Nomor : 141 {66, tanggal : 30 Maret 2022,
perihal : Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan
Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan,

Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Produk Hukum Kalurahan Pasal 17 ayat {1) menyebutkan bahwa :
“Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada
Paneun setelah hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan
ditindaklanjuti bersama-sama Bamuskal dan/atau  sebelum
Rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjodi Peraturan
Kalurahan ",

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami
sampaikan bahwa Nomor Register Peraturan Halurahan
Wonokromo tentang Lembaga Kemasyarakatan Halurahan

adalah : 14/WONOHKROMO/2022.
Demnilkian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan

A e, IV/a
ugmgso:muug
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KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua
, . Pulub Sembilan, bulan Maret, tah
Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah Ean.: aret, tain s

1. Nama : HENRI KRISMAWAN, 5P, MM
Jabatan : Ketua Bamuskal Wonokromo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusy
Kalurahan Wonokromo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama . AM. MACHRUS HANAFI, S5.Ag

Jabatan : Lurah Wonokromo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan
Waonokromo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

awaratan

an PiHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan
g Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

ran Kalurahan.

PIHAK KESATU d
Kalurahan Wenokromo tenfan

untuk ditetapkan menjadi Peratu

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat
sebagaimana mestinya.

untuk dipergunakan

= . PIHAK KEDUA _ - PIHAK KESATU
' AEtUnBAMISKAL WONOKROMO
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PEMERINTAI KA IPATEN AN
KAPANEWON 1LeRET

BADAN FIHHHH?#W&HATJ;H KALURAHAN WONOKROMO
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BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAIAN WONOKROMO

KAPANEWON PLERET, KARUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAMAN WONOKROMO

NOMOR « 3 TAHUN 2022
TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga

Mengingat

Kemayarakatan Kalurahan telah disepakati dalam
musyawarnh Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk

ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

' dalam huruf A, perlu menetapkan Keputusan Badan

Permusyawaratan  Kalurahan tentang Kesepakatan
Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarm Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tmhun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor
9245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang

Peraruran Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahuyn

3014 tentang Desa {Lembaran Negura Eepublik Indonesig
4 Nomor 123, Tambahan Lembargg Negarg

Tahun 201 .
ndonesia  Nomor 5539) sebagaimang telah

Republik |
diubah  beberapa kall terakhir - dengan pepe, o
Pemerintah Nomar 11 Tuhun 3008 lentang ey . -

Pemenntah Namor 43 Tahup 2014

Kedua Atas Peraturan v
tenlang P DL Pelak sanasn “dllllrl..indua Hﬂm.ﬂr =
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10.

12.

13.

15.

16.

Tahun 2014 tentan egara
. B Desa (Lembaran N i
lll*r:lnnmm Tahun 2019 Nomar 41, Tambahan LeRr:tFll:f:k
gara Republik Indonesia Nomor 6321); !

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemaor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknia Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 2091);

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik [ndenesia
Tahun 2015 Nomor 158);

. Peraturan Menteri Dalam Ncg;:ﬁ' MWomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa [Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Momor 1037);
Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara

Republik Indoneaia Tahun 2016 Nemor 1100};

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Fengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018
Nomor 131); -

Peraturan Cubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan
Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

Peraturan Oubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tghun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan [Berita Caerah Daerah Istimewn

akarta Tahun 2020 Nomor Z);

Yogy Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019

. Peraturan

ten

Hlmlujl::tm Bantul Tahun 2019 Nomaor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten mmﬂm 8 Tahun 2020
Badan Permusyswaratan Kalurahan (Lempge

cgshag Tahun 2020 Nomor g).

Kabupaten Bantul
Dl!l‘:lhm gl Momor 47 Tahun 2020 ten
2019 Tentang Pengeloiaan Keuang ' (Betita. Dagrgy,
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17.

18, K

19,

20.

2L

22,

Menetapkan:

KESATU

{i

{

fiif

Kabupaten Baniyl Tahun 2020 Nomor 47),

""-‘WL';'"M Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang
En Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Da

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomar 761 i

: omor 76);

Fputusan Bupati Bantul Nomor 620 Tahun 2020 tentang

Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode

2018-2024 menjadi Anggota Badan Permusyawaratan

Kalurahan Periode 2018-2024:

Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020

tenlang Kewenangan HKalurahan Wonokromo [Lembaran

Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Kalurahan Wonokrome Nomor 3 Tahun 2021

tentang Hencana FPembangunan Jangka Menengah

Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2021-2026 (Lembaran

Kalurahan Wenokromo Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Wonokrome Nomor 6 Tahun 2021

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;

{Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomar 6);

Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor @ Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2022 [Lembaran Kalurahan Wonokromo

Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN !

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN FPERATURAN
KALURAHAN WONOCKROMO  TENTANG  LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KALURAHAN MENJADI PERATURAN

KALURAHAN
Rancangan Peraturan Kalurahan tentang

wu Kalurahan untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Kalurahan.

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonokromo
= Pada Tanggal : 29 Maret 2022
B EiIA BAMBSKAL WONOKROMO

Ragian Hukum
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